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ABSTRAK

Penelitian ini mendiskripsikan penerapan prinsip good governance terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang berjumlah 143 orang. Selain itu dalam penentuan sampel, maka mengambil 25% dari jumlah populasi 143 orang sehingga menghasilkan nilai 35,75 dan digenapkan menjadi 36 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari di tinjau dari 3 prinsip pokok Good Governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah cukup baik. Artinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Sudah menerapkan Good Governance atau pemerintahan yang baik. Disisi lain, efektivitas perencananaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah memenuhi tiga dimensi. Yaitu implementatif, aplikatif, dalam perencananaan stratejik. Dalam hal ini ketiga dimensi menunjukan kategori baik dan memadai.
Kata Kunci : Good Governance, Perencanaan Pembangunan, Penerapan Prinsip
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Pemerintah menyadari bahwa terpuruknya Indonesia dalam krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah penyelenggaraan negara yang buruk ( poor  governance) atau populer dengan sebutan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Konsep good governance tentunya tidak hanya perlu di aplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat lokal. Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan (necessary), tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi (sufficient ) bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan landasan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah.Suatu perubahan selalu ada sisi positif dan negatifnya, demikian juga dengan desentralisasi. Diharapkan melalui kebijakan desentralisasi tersebut dapat menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal. Sehingga tercipta corak pembangunan baru didaerah. (Salamm 2005:5). 

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Pelibatan tersebut membutuhkan beberapa prasyarat awal yang harus di implementasikan oleh pemerintah daerah sendiri, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menurut Sedarmayanti(2003), perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada informasi masyarakat luas. Pembangunan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang makin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. untuk itu, pembangunan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara pemberdayaan setiap komponen di masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing daerah.
Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang. Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. 
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep dan Asas Pemerintah Daerah
Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara atau pun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainya (Syaukani, 2002:233). Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuanya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif. Hoogerwerf sebagaimana dikutip oleh Sarundajang (2001) mengemukakan bahwa :  “Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur kewenangan yang terjadi dari hal itu” Dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi belaka bukan wewenang politis. Wewenang politis tetap dipegang oleh pemerintah pusat (Nurcholis, 2005:14).
B. Konsep Good Governance 
Good governance adalah sebuah bentuk ideal mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah publik. Pengertian  good governance dan karakteristiknya, Widodo (2001) menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah  pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan  diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. 

C. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik
Widodo, (2001:148) Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalaian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwi devi sebagaimana dijelaskan oleh Wasistiono (2003) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu : Pertama, Akuntabilitas administratif /organisasi. Kedua, Akuntabilitas legal, Ketiga, Akuntabilitas politik, Keempat, Akuntabilitas profesional, Kelima, Akuntabilitas moral, Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk  penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting.  Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada berbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini. (Max Pohan, 2000).

D. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik
Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan dating dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri.
METEODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan pengetahuan dasar tentang adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiono, 2003:90). Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang berjumlah 143 orang. Jadi dalam penelitian ini mengambil 25% dari jumlah populasi 143 orang sehingga menghasilkan nilai 35,75 dan digenapkan menjadi 36 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Selain data yang diperoleh dari sampel-sampel yang didapat, dalam melengkapi data peneliti juga memperoleh informasi dari masyarakat luar atau unsur pemerintah yang mengetahui masalah yang dibahas. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari: Pertama, Data primer adalah kumpulan data dari pengamatan langsung dari lokasi penelitian. Kedua, Data sekunder adalah data yang terdiri dari buku- buku literatur yang membahas tentang  good governance, akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi publik, serta teori-teori yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :  Pertama, Angket kuisioner, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaaan secara tertulis dan sistematis kepada responden. Kedua, Studi Dokumen yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.  Ketiga, Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancata tersebut dilakukan berdasarkan  tipe wawancara terarah (directive interview). Keempat, Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik 
HASIL PEMBAHASAN
A.  Deskripsi Variabel Penerapan Prinsip Good Governance 
1. Akuntabilitas

Terciptanya akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintah salah satunya dapat dilihat dari Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka jawaban distribusi jawaban responden terhadap meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, ditampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.
Tanggapan Responden Terhadap Terhadap Meningkatnya Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	Puas Dan Percaya
	25
	69.44

	2
	Kurang puas dan Percaya
	7
	19.44

	3
	Tidak puas dan Percaya
	4
	11.11

	Jumlah 
	36
	100


Sumber Data : Hasil angket  2016. 
Data pada tabel diatas menunjukan bahwa sebanyak 25 responden  mengatakan puas dan percaya terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 7 responden ragu terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, dan 4 responden atau dari jumlah responden mengatakan tidak percaya. Puas dan percaya yang di maksud adalah dimana masyarakat puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari  dan percaya tidak adanya penyimpangan. Masyarakat percaya apa yang telah menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari tidak adanya penyimpangan. Data tersebut diatas semakin jelas memberikan keterangan bahwa meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintah  khsusnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.
2. Transparansi 
Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di tampilkan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 2.
Tanggapan Responden Terhadap Tersedianya Informasi Yang Memadai Pada Setiap Proses Penyusunan Dan Implementasi Kebijakan Publik

	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	Memadai
	27
	75.00

	2
	Kurang memadai
	6
	16.67

	3
	Tidak  Memadai
	3
	8.33

	Jumlah 
	36
	100


Sumber Data : Hasil angket 2016.
Data pada tabel diatas menunjukan bahwa sebanyak 27 responden   mengatakan setuju atas tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Sedangkan 6 responden lain mengatakan kurang memadai, dan 3 orang responden  mengatakan tidak adanya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.  Dari Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa  adanya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. 
3. Partisipasi
Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan angket maka distribusi jawaban responden terhadap meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di tampilkan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.
Tanggapan Responden Terhadap Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	Sangat Meningkat
	29
	80.56

	2
	Kurang Meningkat
	7
	19.44

	3
	Tidak Meningkat
	0
	0.00

	Jumlah 
	36
	100


Sumber Data : Hasil angket 2016. 
Data pada tabel diatas menunjukan bahwa sebanyak 29 responden mengatakan setuju atas meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan 4 responden lain mengatakan kurang meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Data tersebut diatas sangat jelas memberikan gambaran bahwa meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di Pemerintahan Kambu sangat baik.
B. Deskripsi Variabel Efektivitas Perencananaan Pembangunan 
1.  Implementatif
Implikasi dapat diukur menggunakan indikator perencananaana pembangunan dengan prioritas kepada masyarakat setempat dapat menyentuh keinginanin masyarakat. Berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang perencananaana pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dengan prioritas kepada masyarakat setempat dapat menyentuh keinginan masyarakat yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.
Tanggapan Responden Tentang Perencananaana Pembangunan Dengan Prioritas Kepada Masyarakat Setempat
	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	Menyentuh
	24
	66.67

	2
	Cukup Menyentuh
	9
	25.00

	3
	Kurang menyentuh
	3
	8.33

	Jumlah 
	36
	100


 Sumber : Hasil isian angket 2016.
Data pada tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 24 orang responden mengatakan bahwa perencananaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari yang dilakukakan sudah dapat menyentuh keinginan masyarakat, kemudian sebanyak 9 responden menyatakan perencananaan pembangunan yang dilakukakan cukup menyentuh apa yang diinginkan masyarakat. Dan sebanyak 3 responden menyatakan  yang dilaksanakan kurang menyentuh keinginan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Hasil penelitian berdasarkan wawancara bahwa perencananaan  pembangunan yang dilakukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah menyentuh keinginan masyarakat dalam membenahi dan saran daerah yang maju dan dalam perencanaan pembangunan sudah dapat dikatakan berhasil.
2. Aplikatif
Aplikatif dapat juga diukur menggunakan indikator tentangan pelaksanaana kegiatan dengan perencananaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang tentangan pelaksanaan kegiatan dengan perencananaan pembangunan sebagai berikut :
Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Tentangan Pelaksanaana Kegiatan dengan Perencananaan Pembangunan 

	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	        Sesuai
	18
	50.00

	2
	        Cukup sesuai
	14
	38.89

	3
	        Kurang sesuai
	4
	11.11

	Jumlah 
	36
	100


 Sumber : Hasil isian angket 2016.

Sebagaiman tabel tersebut di atas, menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari dapat dinyatakan dalam kategori sesuai. Dimana sebanyak 18 orang responden menyatakan sesuai. Artinya kegiatan yang dilakukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah relevan dengan apa yg direncananakan oleh pembangunan pemerintah. Sebanyak 14 orang responden yang menyatakan dalam kategori cukup sesuai, dimana kegiatan yang dilakukakan belum relevan dengan apa yang dibarapkan oleh pembangunan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya penguasaan tugas yang diberikan sehingga hasil kerja yang dicapai tidak maksimal.  Selanjutnya sebanyak 4 orang responden mengatakan kurang sesuai. Artinya kegiatan yangg dilakukakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari belum relevan dengan  yang pembangunan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan penguasa tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga akan mempengaruhi pembangunan.  Berdasarkan tanggapan responden diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencananaan pembangunan. Walaupun ada yang belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah adanya kegiatan atau  yang harus diutamakan dari  yang telah direncananakan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncananakan ditunda untuk sementara waktu.  Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi aplikatif, sudah dapat dikategorikan terpenuhi, dimana mayoritas responden menyatakan bahwa pelaksanaan  pembangunan sudah sesuai dengan apa yang direncananakan. Walaupun ada yang belum terealisasi, tetapi tersebut akan dilanjutkan lagi setelah lain yang harus lebih diutamakan selesai. 
3. Perencananaan Stratejik
Perencananaan yang stratejik yang dimanaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukakan dalam perencananaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari.  Selain itu, perencananaan stratejik dapat diartik sebagai langkah-langkahatau mekisme pelaksanaan pembangunan artinya bahwa dalam kegiatan proses pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan. Jadi, berikut disajikan tabel tanggapan responden tentang mekanisme dalam kegiatan proses pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan sebelum dilakukakan pembangunan oleh pemerintah Kota Kendari.  Adapun tanggapan responden terhadap mekisme dalam kegiatan proses perencananaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Mekisme Dalam Kegiatan Proses Pelaksanaan Pembangunan 
	No.
	Kategori Jawaban 
	Frekwensi 
	Persentase ( % )

	1
	Baik
	20
	55.56

	2
	Cukup Baik
	13
	36.11

	3
	Kurang Baik 
	3
	8.33

	Jumlah 
	36
	100


Sumber Data: Hasil olah kuesioner 2016.
Tabel tersebut di atas dijelaskan bahwa mekisme perencananaan  pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah dapat dinyatakan dalam kategori baik. Dimana sebanyak 20 orang responden menyatakan dalam kategori baik. Dalam arti bahwa prosedur atau mekisme perencananaan pelaksanaan  pembangunan tidak berbelit-belit sehingga memudahkanan memperlancar  pembangunan yang telah direncananakan. Sedangkan  13 orang menyatakan dalam kategori cukup baik, dalam arti bahwa mekisme pelaksanaan perencananaan pembangunan sudah tidak berbelit-belit, tetapi terkadang ada sebagian mekisme pelaksanaan perencananaan pembangunan yang kadang membuat masyarakat merasa menyusahkan. Selanjutnya sebanyak 3 orang responden, menyatakan bahwa mekisme pelaksanaan  pembangunan yang ada dalam kategori kurang baik, dalam arti bahwa mekisme perencanaan pembangunan yang dilakukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sangat berbelit-belit bagi masyarakat. Dengan prosedur perencananaan pembangunan dalam pelaksanaan yang tidak berbelit-belit mudah untuk dipahami, maka akan berdampak keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kota Kendari.  Data penelitian bahwa mekisme pelaksanaan perencananaan  pembangunan yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat yang menganggap tidak berbelit-belit dalam perencananaan pembangunan dan akan mendukung sepenuhnya perencananaan pembangunan karena mereka memahami apa yang direncananakan dan apa yang harus di lakukakan berikutnya. 
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai kesimpul dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari di tinjau dari 3 prinsip pokok Good Governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah cukup baik. Artinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Sudah menerapkan Good Governance atau pemerintahan yang baik.

2. Efektivitas perencananaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sudah memenuhi tiga dimensi. Yaitu implementatif, aplikatif, dalam perencananaan stratejik. Dalam hal ini ketiga dimensi menunjukan kategori baik dan memadai.
B.  Saran

Sebagai saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan kepada seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari agar tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam meingkatkan partisipasi masyarakat dalam perencananaan pembangunan di Kota Kendari pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari pada khususnya.
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